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ABSTRAK 
Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk kejahatan terhadap anak di mana orang 
dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. 
Pelecehann seksual ini dapat berupa melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. 
Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum pelaku pemerkosaan, 
sedangkan Al Qur’an dan Hadist tidak menjelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi 
pelaku pelecehan seksual. Karena Al-Qur’an dan Hadist belum mengatur sanksi 
perbuatan pelecehan seksual, maka penerpana sanksi bagi pelaku ditentukan dengan 
hukuman ta’zir, ta’zir sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan 
pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke 
dalam kategori hudud atau kafarat. Penelitian mengenai penerapan hukuman bagi pelaku 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan sudut pandang hukum Islam. 
Menurut jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum penelitian kepustakaan karena menjadikan bahan pustaka 
sebagai bahan kajian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik 
mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Adapun tujuan dari penelitian 
adalah  untuk menjelaskan penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan 
terhadap anak di bawah umur berdasarkan pandangan Hukum Islam. 
 
Kata Kunci: pelecehan seksual, hukum Islam, hukuman pelecehan seksual 
 
ABSTRACT 
Sexual despising is some kind of crime that happened to a child in which adult or older 
childreen use a child as a sexual stimulating.one example of sexual despising is a sexual 
intercourse with under age child. Islam's law has not regulate what kind of punishment to 
assailant, meanwhile Al Quran n hadist didn't explain explicitly about what kind of 
punishment to suspect of sexual despising. Because it hasn't been in Al Quran or hadist 
yet, so the punishment given to the suspect is based on what we called ta'zir law, ta'zir 
punishment are related to Allah rights or humans rights and its not include in hudud or 
kafarat category. This experiment is about the punishment application to the swxual 
despising suspect especially in under age child in Islam's law. This experiment is kind of 
literature experiment becaise its use a literature as a material. Its use secondary data that 
investigate primer law, secondary law and tertiary law that connect to the problems. After 
all the data has been collected,its being analysed with content analysis method. The 
purpose of this experiment is to explain the application of dead punishment to under age 
assailant in Islam's law. 
 




Akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis di mana terjadi 
kasus pelecehan seksual baik pada wanita-wanita dewasa maupun anak-anak yang 
di bawah umur.
1
 Dan hal-hal ini tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang 
awam atau tidak berpendidikan, tapi hal ini pula banyak dilakukan oleh orang-
orang yang berpendidikan, hal ini mencerminkan betapa parahnya kebrobrokan 
moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus tentang 
faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kriminal berupa pelecehan 
seksual yang terjadi di negeri ini. Selama ini kita telah sering mendengar adanya 
kasus pelecehan seksual, adapun faktor yang melatar belakangi tindak pidana 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang pelakunya anak di 
bawahumur, adanya pengaruh dari lingkungan yang negatif,  buku bacaan yang 
mengandung unsur porno, gambar-gambar porno dan film serta video porno yang 
menyebar secara luas di masyarakat.  
Beberapa tahun ini kejahatan terhadap anak semakin meningkat, menurut 
hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-
2014 terjadi peningkatan yang signifikan, pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus 
kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, 
hingga pada bulan April 2015 tercatat 6006 kasus.
2
  
Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang mengkawatirkan, 
hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak faktor yang 
menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang lebih 
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diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan 
anak (juvenile delinquency), maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan 
kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas 
juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang 
diterima oleh orang dewasa. 
Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan  Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No 35 tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” . Hukum 
Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang 
manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang 
menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah 
mencapai usia 15 tahun.
3
 
Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak 
yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kebanyakan Fuqaha, mereka  
membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas 
jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. 
Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, 
membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut suatu riwayat 19 tahun.
4
 
Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena 
perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau 
menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkanya.
5
 Dalam 
hukum Islam tentang perilaku pemerkosan ini belum diatur secara tegas, karena 
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pembahasan dalam Al Qur’an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum 
tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman 
tersebut berbentuk ta’zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, 
jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman ta’zir yang dikenakan kepada pelaku 
pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu 
disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.  
Di dalam Al Qur’an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang 
pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 32:  
                                    ءارسلاا .ًلاِْيبَس َءآَس َو ،ًةَشِحَاف َناَك هَِّنا ىنّزلا اُوبَرَْقت َلا َو 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa’: 32) 
Surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan: 
  ينا َّزلا َو َُةِينا َّزلا  يف ٌَةفْأَر امِِهب ْمُكْذُْخَأت لاَو ٍةَدْلَج ََةئاِم امُهْنِم ٍدِحاو َّلُك اوُِدلْجَاف   ِْنإ ِالله ِنيد
 َنِم ٌَةِفئاط امَُهباذَع ْدَهَْشيْل َو ِرِخْلْا ِمَْويْلا َو ِللهِاب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك  َنينِمْؤُمْلا  
Artinya:  
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman  
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.  
(QS. An-Nur: 2) 
 
Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan 
kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak 
mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, sesuai dengan 
firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31. 
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Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh di bawah umur 
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal ini berkaitan dengan 
moralitas para generasi penerus bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang 
merupakan lembaga yang menangani masalahan hukum perlu memberi perhatian 
khusus pada kasus yang berkaitan dengan anak terutama pada tindakan pelecehan 
seksual. 
Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum pelaku 
pelecehan seksual, apakah ta’zir yang diterapkan. Ta’zir ialah sanksi yang 
diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan 
dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori 
hudud atau kafarat.
6
 Karena ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh  
Al-Qur’an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat, serta 
dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir harus tetap memperhatikan nash 
secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai perbuatan pelecehan 
seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengetahui pandangan 
Islam mengenai penerapan sanksi bagi  pelaku pelecehan seksual yang dilakukan 
anak di bawah umur. 
Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dengan sumber 
data berupa data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. 
Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik 
analisis data dengan dalam teknik analisis content analysis. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan  Pelecehan Seksual 
Dalam Islam aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang 
diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan 
mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang 
menciptakan manusia dengan hawa nafsu, sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam surat Asy-Syura ayat 11: 
  ْمُكُؤَرَْذي ۖ ا ًًۭج ََٰوَْزأ ِم ََٰعَْنْلْٱ َنِمَو ا ًًۭج ََٰوَْزأ ْمُكُِسفَنأ ْن ِّم مَُكل َلَعَج ۚ ِضَْرْلْٱَو ِت ََٰو ََٰم َّسلٱ ُرِطَاف 
 ُريَِصبْلٱ ُعيِم َّسلٱ َوُهَو ۖ ًٌۭءْىَش ِۦِهلْثِمَك َسَْيل ۚ ِهِيف 
 
“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu 
sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan 
(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada 
sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan 
Melihat”. (QS. Asy Syura ayat 11) 
 
Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual 
karena dengan adanya nafsu karena adanya nafsu tersebut membuat manusia 
dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Meskipun manusia 
memiliki nafsu seksual tersebut bukan berarti manusia dapat sesuka hati untuk 
melakukan aktifitas seksual secara bebas. 
Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan diluar ketentuan yang 
diperintahkan Allah SWT, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, 
maka aktifitas seksual mereka disebut dengan zina. Agar manusia menjahui 
perbuatan zina tersebut Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Isra’ ayat 32 
yang berbunyi: 
ءارسلاا .ًلاِْيبَس َءآَس َو ،ًةَشِحَاف َناَك هَِّنا ىنّزلا اُوبَرَْقت َلا َو  
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32) 
 
Bila ayat di atas diaplikasikan dalam kehidupan manusia, maka perbuatan 
yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindarkan. Perbuatan pelecahan 
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seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari pergaulan antar 
manusia. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat 
seperti sopan santun etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam 
pergaulan antar manusia. Oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual merupakan 
perbuatan tidak bermoral. 
Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja 
kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak 
mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31: 
 َ َّالله َِّنۗإ ْمَُهل َٰىَكَْزأ َِكل
ََٰۚذ ُْمهَجوُُرف اُوَظفَْحيَو ْمِهِراَصَْبأ ْنِم او ُّضَُغي َنِينِمْؤُمِْلل ُْلق  اَِمب ٌرِيبَخ
نوَُعنَْصي  
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat". (QS An-Nur ayat 30) 
 
 ُْلقَو  ِتَانِمْؤُمِْلل  َنْضُضَْغي  ْنِم  َّنِهِراَصَْبأ  َنَْظفَْحيَو  َُّنهَجوُُرف  َلاَو  َنيِدُْبي  َّنَُهَتنيِز  َِّلاإ اَم  َرَهَظ اَهْنِم 
 َنْبِرَْضيْلَو  َّنِهِرُمُِخب َىلَع  َّنِِهبُويُج  َلاَو  َنيِدُْبي  َّنَُهَتنيِز  َِّلاإ  َّنِِهَتلوُُعِبل  َأ ْو  َّنِِهئَابآ  َْوأ  ِءَابآ  َّنِِهَتلوُُعب 
 َْوأ  َّنِِهئَانَْبأ  َْوأ  ِءَانَْبأ  َّنِِهَتلوُُعب  َْوأ  َّنِِهناَوِْخإ  َْوأ ِيَنب  َّنِِهناَوِْخإ  َْوأ ِيَنب  َّنِِهتاَوََخأ  َْوأ  َّنِِهئاَِسن  َْوأ اَم 
 ْتََكلَم  َّنُُهناَمَْيأ  َِوأ  َنيِِعباَّتلا  ِرْيَغ ِيلُوأ  ْر ِْلْا َِةب  َنِم  ِلاَج ِّرلا  َِوأ  ِلْفِّطلا  َنيِذَّلا  َْمل اوُرَهَْظي ىَلَع 
 ِتاَرْوَع  ِءاَسِّنلا  َلاَو  َنْبِرَْضي  َّنِِهلُجَْرِأب  ََملُْعِيل اَم  َنِيفُْخي  ْنِم  َّنِِهَتنيِز اُوبُوتَو َىِلإ  ِ َّالله اًعيِمَج  َهَُّيأ 
 َنُونِمْؤُمْلا  ْمُكَّلََعل  َنوُِحلُْفت 
Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 
mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, 
atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau 
budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan –pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti 
tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 




Para pakar berpendapat mengenai pangertian zina sebagai suatu perbuatan 
(hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak 
sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan 
diperbolehkannya seorang laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks. 
Pendapat ini berpijak pada firman Allah SWT dalam surat Al Ma’arij ayat 29-31: 
 َنُوِظفاَح ْمِهِجوُُرِفل ْمُه َنيِذَّلاَو 
 “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”. 
 َنيِمُولَم ُرْيَغ ْمُهَِّنَإف ْمُُهناَمَْيأ ْتََكلَم اَم َْوأ ْمِهِجاَوَْزأ ََٰىلَع َِّلاإ 
“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, 
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. 
 
 َنوُداَعْلا ُمُه َِكئ ََٰلُوَأف َِكل ََٰذ َءاَرَو َٰىََغتْبا ِنََمف 
“Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas”. 
 
Berdasarkan pendapat para pakar hukum Islam dapat ditarik suatu 
kesimpulan, bahwa suatu karakteristik perbutan perzinahan itu harus mengandung 
unsur-unsur: (1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan,  
(2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke  
dalam farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur  
dan mulut), (3) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan  
yang sah (bukan suami dengan isteri atau suaminya), dan (4) Persetubuhan 
dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah 
satu pihak. 
Keempat unsur tersebut dapat dijadikan suatu pijakan untuk membahas 
masalah pelecehan seksual. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (1, 2, dan 3) 
merupakan unsur yang hampir memenuhi konsep pelecehan seksual. Yang 
membedakan dalam pelecehan seksual keempat (4) perlu dirubah dengan 
perbuatan pelecehan seksual yang terkait dengan ancaman atau tindakan 
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kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti 
kehendak pelaku. 
Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus pelecehan seksual, 
pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak 
korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau 
berbuat sesuatu di luar kehendaknya, ada upaya keras dan terkadang secara 
sistematik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya 
tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu seksnya. 
Korban dijadikan layaknya objek dan alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku. 
 
Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukuman Mati Terhadap 
Pelaku Pelecehan Seksual 
Dalam hukum Islam tujuan pokok penjatuhan hukuman adalah 
pencegahan yang (ar-rad’u waz-zajru), pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-
tahzid).
7
 Adapun dalam pencegahan ini bertujuan agar pelaku serta masyarakat 
tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dilihat dari perbuatan berat ringannya 
hukuman jarimah (tindak pidana) di bedakan menjadi 3 jarimah (tindak pidana):
8
 
Pertama, jarimah hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis 
ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). 
Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan 
tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat 
yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori 
dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, qazf (menuduh zina), pencurian, 
perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan(al-baghy), minum-
minuman keras, dan riddah (murtad). 
                                                          
7
 A.Hanafi, 1967, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:Bulan Bintang, hlm 279 
8
 Makhrus Munajat, Op.Cit., hlm 44 
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Kedua, jarimah qisas diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan 
hukuman qisas dan diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat:  
(1) pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), (2) pembunuhan semi sengaja (al-qatl 
sibh al-amd), (3) pembunuhan keliru (al-qatl khata’) penganiayaan sengaja (al-
jarh al-amd), (4) penganiayaan salah (al-jarh khata’). 
Ketiga, jarimah ta’zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang 
diancam dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang selain had dan qisas diyat. 
Yang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir seperti sumpah palsu, saksi palsu, 
mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina 
agama. 
Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan 
dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong 
tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak 
mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami 
pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis: 
 ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ثلاث نع ملقلا عفر
لقعي.9  
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang 
dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak 
atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak 
untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya 
yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat 
kesalahan di masa yang akan datang.
10
 
                                                          
9
 Abu Dawud, 1994, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, III: 289 
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Abdurrahman I Doi, 1992, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid,  
Jakarta: Rineka Cipta, hlm 16 
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Sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati terjadi 
pada tiga kasus. 
ثلاث ىدحإب ّلاإ ملسم ئرما مد ّلحي لا:  ريغب سفن لتقو ناصحإ دعب نزوو ناميإ دعب رفك
سفن 
“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salahsatu dari tiga hal 
yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan”. 
 
Berdasarkan hadist di atas maka, penerapan hukuman mati bagi pelaku 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pelaku anak di bawah 
umur dapat dilakukan hukuman mati. Namun dalam penerapan hukuman mati 
dalam kasus ini harus ada klasifikasi mengenai penerapan hukuman tersebut yaitu: 
Pertama, sadistic rape, yaitu pencabulan sadistik, artinya, pada tipe ini 
seksualitas dan  agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan 
telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 
melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 
Kedua, angea rape yakni penganiayaan seksual yang bercirikan 
seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram 
dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek 
terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 
kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
Ketiga, dononation rape yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika 
pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap 
memiliki keinginan berhubungan seksual. 
Keempat, seductive rape yaitu suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-
situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya 
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korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh 
kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan 
paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut 
seks. 
Kelima, victim precipitatied rape yakni pencabulan yang terjadi 
(berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.   
Keenam, exploitation rape yakni pencabulan yang menunjukkan bahwa 
pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-
laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang 
bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah 
tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak 
mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.
11
 
Selain klasifikasi di atas penulis juga menambahkan beberapa klasifikasi 
sebagi berikut: (1) Korban selain mengalami pelecehan seksual, korban juga di 
bunuh, (2) Korban dari pelaku pelecehan seksual jumlahnya lebih dari satu orang, 
dan (3) Pelaku pelecehan seksual melakukan perbuatannya berulang-ulang 
terhadap korbannya. 
Berdasarkan klasifikasi di atas, maka pelaku pelecehan seksual dapat 
dikenakan dengan hukuman mati. Jika kita melihat pada kasus seorang anak 
berusia 14 tahun yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 15 anak 
usia sekolah dasar, meskipun seorang anak yang melakukan jarimah tidak dapat 
dihukum mati, namun hukuman mati dapat diterapkan dalam ketika sanksi dan 
                                                          
11
Abdul Wahid, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak 
Asasi Perempuan), Bandung: Refika Aditama, hlm. 46. 
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hukuman yang ada tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual 
terhadap anak di bawah umur. 
Hukuman ta’zir diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku 
pelecehan seksual dan masyarakat bahwa perbuatan pelecehan seksual terhadap 
anak di bawah umur pantas mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Hukuman 
ta’zir telah disebutkan di atas merupakan upaya hukum islam untuk mencegah 
perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan memberikan 




Pertama, perbuatan pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan berat, 
karena pelecehan seksual, sama saja dengan merusak kehormatan seseorang. 
Dalam Islam aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang 
diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan 
mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. 
Kedua, dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai 
sanksi dan hukuman yang jelas terhadap perbuatan pelecehan seksual baik dalam 
Al Qur’an dan Hadist. Sehingga sanksi dan hukum bagi pelaku pelecehan seksual 
dikenakan hukuman ta’zir, jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelaku 
jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun 
hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hudud atau kafarat. 
Ketiga, hukuman ta’zir diberikan oleh penguasa atau hakim diberi 
kewenangan untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang 
sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Penguasa atau hakim dapat 
menggunakan beberapa bentuk sanksi ta’zir yang dapat dijadikan untuk 
menghukum pelaku pelecehan seksual dengan pelaku anak dibawah umur dapat 
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berupa hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman 
pengasingan, ancaman, teguran, peringatan, pengucilan, denda. 
Keempat, hukum yang berlaku saat ini belum dapat mencegah perbuatan 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terbukti dengan meningkatnya 
kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sehingga hakim atau 
penguasa dapat menerapkan sanksi atau hukuman mati sebagai alternatif sebagai 
pencegahan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam 
penerapan hukuman mati tersebut dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual 
berupa Sadistic rape, Angea rape, Dononation rape, Seduktive rape, Victim 
precipitatied rape, Exploitation rape, serta korban selain mengalami pelecehan 
seksual dan korban juga di bunuh, korban dari pelaku pelecehan seksual 
jumlahnya lebih dari satu orang, pelaku pelecehan seksual melakukan 
perbuatannya berulang-ulang terhadap korbannya, maka pelaku pelecehan seksual 
dapat dikenakan dengan hukuman mati. 
 
Saran 
Pertama, bagi keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan sosial 
terdekat untuk pendidikan, membesarkan dan mendewasakan yang pertama kali, 
hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh 
yang baik terhadap anak, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang 
kurang baik serta memberikan pengetahuan sex education yang baik dan benar. 
Keluarga juga berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan 
dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan 
terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu 
tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-
anak di bawah umur dapat diminimalisir 
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Kedua, bagi masyarakat, disebabkan masyarakat memiliki peran penting 
dalam mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah 
umur, masyarakat merupakan salah satu tempat bergaul dan berinteraksi, maka 
hendaknya masyarakat harus berpartisipasi dalam mencegah terjadi perbuatan 
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 
Ketiga, bagi pemerintah, hendaknya dapat membuat suatu undang-undang 
atau mengganti undang-undang yang sudah ada namun belum dapat mencegah 
perbuatan pelecehan seksual dengan menghukum berat pelaku pelecehan seksual 
serta mensesuaikan dengan hukum islam karena dari berbagai segi sanksi pidana 
dalam hukum islam jelas, tegas dan efektif dalam untuk mencegah tindakan 
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